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CINDY ASTRYID ALIF’KA SURADI (B111 09 993) dengan judul Skripsi 
“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDARAN MATA 
UANG PALSU DI MAKASSAR (Studi Kasus Putusan Nomor : 
371/Pid.B/2011/PN.Mks)” dibawah bimbingan oleh Aswanto selaku  pebimbing 
I dan Kaisaruddin Kamaruddin selaku Pebimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil 
dalam perkara tindak pidana pengedaran mata uang kertas palsu dan untuk 
megertahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara 
putusan No : 371/Pid.B/2011/PN.Mks. 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar, teknik penelitian 
yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu data primer yaitu data yang 
diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang terkait, data sekunder yaitu data 
yang diperoleh dari dokumen, buku, makalah serta peraturan perundang-undangan 
yang berkaitan erat dengan objek. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan hukum dalam putusan No: 
371/Pid.B/2011/PN.Mks, telah memenuhi unsur delik, baik unsur perbuatan maupun 
unsur pertanggungjawaban atau pembuat, dan telah terbukti bersalah berdasarkan 
undang-undang dengan mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai 
perbuatannya. Pertimbanga Hakim dalam menjatuhkan putusan telah melihat dari 
segala sudut pandang aspek yang berbeda sehingga menjatuhkan putusan sesuai 
dengan kewajaran dan berdasarkan kemanusiaan serta hukum yang berlaku yaitu 
terdakwa harus bertanggungjawab perbuatannya sesuai dengan putusan yang 
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A. Latar Belakang Masalah 
Di dalam masyarakat terdapat adanya norma dan nilai-nilai yang 
dijunjung tinggi oleh setiap anggota masyarakat. Aturan-aturan di dalam 
masyarakat, yang jika dilakukan pelanggaran atas aturan tersebut dapat 
mengacaukan dan mengganggu tatanan kehidupan masyarakat. Perilaku 
penyelewengan atas kriminalitas atau kejahatan yang merupakan 
tindakan penyimpangan atas aturan-aturan hukum, khususnya aturan- 
aturan hukum pidana. 
Perekonomian yang terpuruk karena krisis ekonomi yang melanda 
negara-negara di dunia ini mengakibatkan keadaan hidup dan kebutuhan 
hidup manusia dirasa sangat menghimpit. Peran uang yang begitu 
pentingnya telah menumbuhkan keinginan manusia untuk memiliki uang 
sebanyak-banyaknya dan tidak jarang cara-cara untuk memperoleh uang 
dilakukan dengan cara melawan hukum. 
Kejahatan pemalsuan dan pengedaran mata uang palsu saat ini 
semakin meresahkan masyarkat, yang dimana dampak utama ditimbulkan 
oleh kejahatan mata uang ini adalah dapat mengancam kondisi moneter 
dan perekonomian nasional. Dari segi dampaknya terhadap kepentingan 
negara, kejahatan mata uang ini menghancurkan kepercayaan 
masyarakat terhadap mata uang negara itu sendiri. Kota-kota besar 
seperti Makassar merupakan sasaran kejahatan mata uang palsu, karena 
2 
 
kebutuhan hidup masyarakat yang meningkat dan juga mengakibatkan 
kejahatan semakin meningkat. Maraknya berbagai jenis kejahatan 
menjadi bukti bahwa tingkat moralitas dan akhlak masyarakat sudah mulai 
berkurang, sebagai contoh tindakan penipuan seperti pengedaran uang 
palsu. 
Penerapan hukum yang terkadang berjalan tidak sesuai dengan 
pelaksanaannya, merupakan salah satu hambatan untuk menjunjung 
sendi-sendi keadilan. Hal ini dapat ditambah lagi hukum itu sendiri. 
Sehingga menimbulkan akibat semakin hilangnya jati diri hukum tersebut. 
Sebagai negara hukum, maka dalam memberikan perlindungan 
kepada warga negaranya, haruslah berdasarkan pada suatu peraturan 
mustahil dapat tercipta suatu ketentraman masyarakat apabila tidak 
berdasarkan hukum. Oleh karena itu diperlukan adanya kerja sama yang 
tepat dan sikap kepedulian sosial dari masyarakat untuk menegakkan 
hukum yang tadinya telah tertidur untuk sementara waktu. Disisi lain 
wawasan aparat penegak hukum menjadi salah satu faktor penting yang 
menjunjung pelaksanaan dan perwujudan yang baik dan benar. 
Adapun judul skripsi yang Penulis akan bahas yaitu : Tinjauan 
Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu di 
Makassar (Studi Kasus Putusan No:371/Pid.B/2011/PN.Mks). Pada 
dasarnya tindak pidana pengedaran mata uang palsu adalah suatu tindak 




Nilai-nilai akan kejujuran dan keterbukaan dalam berusaha kini 
dengan mudah digeser oleh desakan ekonomi atas pemenuhan 
kebutuhan hidup ataupun hanya sekedar untuk pemuasan hasrat 
konsumtif dan prestise dalam masyarakat. Hal ini dapat kita buktikan 
dengan munculnya kejahatan uang palsu. Para pelaku pemalsu maupun 
pengedarnya dengan diam-diam menggunakan uang tesebut untuk 
transaksi keuangan yang dapat merugikan orang lain. Ini secara otomatis 
telah melanggar nilai-nilai kejujuran. 
Dalam hal ini, Penulis ingin membahas tentang unsur-unsur yang 
terdapat dalam rumusan pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
yang berkaitan dengan pengedaran mata uang palsu. Pengedaran mata 
uang palsu pada wilayah hukum Makassar, khususnya wilayah 
Kotamadya Makassar adalah delik yang jarang terjadi, sehingga hal ini 
sangat menarik untuk dikaji dan dibahas dalam suatu skripsi. 
Berdasarkan dari alasan-alasan yang Penulis kemukakan diatas, hal 
tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, karena 
semuanya itu memerlukan waktu dan proses. Hambatan dan rintangan 
dalam mengahadapi perkara pidana tersebut dibutuhkan suatu 
penanganan secara profesional, karena jika tidak maka sangat sulit untuk 
diketahui dengan pasti dan jelas apakah objek dari tindak pidana tersebut 





B. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah yang Penulis akan bahas dalam skripsi 
ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku 
tindak pidana dalam putusan No.371/Pid.B/2011/PN.Mks ? 
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak 
pidana pengedaran mata uang palsu dalam putusan 
No.371/Pid.B/2011/PN.Mks ? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian : 
Adapun tujuan penelitian adalah : 
1. Untuk mengetahui kesesuaian antara Putusan Pengadilan Negeri 
No.371/Pid.B/2011/PN Makassar sudah sesuai dengan hukum 
pidana materil dan hukum pidana formil yang berlaku di Indonesia. 
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap 
pelaku tindak pidana pengedaran mata uang palsu dalam putusan 
No.371/Pid.B/2011/PN.Mks. 
kegunaan penelitian ini adalah : 
1. Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya. 
2. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya dan 
mahasiswa pada khususnya. Dalam pengembangan pola pemikiran 




D. Manfaat Penelitian 
 Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai 
berikut : 
1. Sebagai bahan masukan dalam rangka pengembangan ilmu 
pengetahuan khusunya dalam hal ilmu hukum pidana. Memberikan 
wawasan dan pengetahuan khususnya bagi Penulis dan umumnya 
bagi para akademis mengenai penerapan hukum pidana bagi pelaku 
tindak pidana pengedaran mata uang. 
2. Sebagai bahan bacaan tambahan bagi rekan-rekan mahasiswa 
Fakultas Hukum yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai tindak 













A. Tindak Pidana 
1.  Pengertian Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana 
Dalam ilmu hukum pengertian tindak pidana atau delik atau 
starbaarfeit sama halnya dengan tindak pidana, pelanggaran pidana, 
perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan yang dapat dihukum. Bila 
ditinjau dari segi penggunaan umum dan yang dipergunakan dalam 
perundang-undangan negara kita, maka nampaklah penggunaan istilah 
tindak pidana yang dipakai ( Sudrajat ,1984 : 1 ) . 
Moeljatno ( 1985 : 86 ) merumuskan bahwa : 
”Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana 
dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar 
larangan tersebut”. 
Pada dasarnya dijelaskan pula bahwa menurut wujudnya atau 
sifatnya perbuatan pidana adalah perbuatan yang melawan hukum. Hal 
mana perbuatan ini dapat merugikan masyarakat dalam arti bertentangan 
dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan 
masyarakat dianggap baik dan adil, sehingga dari penjelasan perbuatan 
pidana tersebut, oleh penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan 
dapat dikatakan suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu mengandung 4 
unsur penting yaitu sebagai berikut : 
1. Perbuatan itu melawan hukum  
7 
 
2. Perbuatan itu merugikan masyarakat 
3. Perbuatan itu dilarang oleh aturan pidana  
4. Pelaku perbuatan itu diancam dengan pidana  
Jadi apabila suatu perbuatan belum mempunyai keempat unsur 
tersebut, maka belum dikatakan suatu tindak pidana . 
Van Apeldoorn ( 1986 : 324 ) menggunakan istilah peristiwa pidana 
untuk perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan dan diancam 
dengan hukum pidana. Dijelaskan bahwa peristiwa pidana adalah suatu 
yang dapat dikenai hukuman menurut negeri belanda, hanyalah tindakan-
tindakan dalam (handeling) yang oleh undang-undanng dinyatakan 
dengan dapat dikenai hukuman. Tindakan yang hanya dapat dihukum 
apabila tindakan itu didahului oleh ancaman hukuman dalam undang-
undang. 
Peristiwa pidana apabila dikaji lebih lanjut, maka pada intinya 
mempunyai dua segi yaitu segi obyektif dan segi subyektif. Ditinjau dari 
segi obyektif, peristiwa pidana adalah suatu tindakan (berbuat atau lalai 
berbuat) yang bertentangan dengan hukum positif, dalam hal ini bersifat 
tanpa hak yang dapat menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dan 
dikenakan ancaman hukuman. Unsur penting dalam peristiwa pidana ini 
adalah unsur onrechtmatigheid yaitu unsur sifat tanpa hak. Apabila dalam 




Disamping itu ada lagi beberapa hal yang dapat menghilangkan 
terjadinya peristiwa pidana seperti ambtelijk bevel, yakni suatu tindakan 
menjadi tanpa hak jika tindakan itu dilakukan oleh karena perintah 
jabatan. Adapun noodweer terpaksa dilakukan terhadap jiwa sendiri atau 
jiwa orang lain, terhadap kehormatan diri atau benda yang diserang 
secara tiba-tiba dan melanggar hukum. Terakhir adalah noodtoestand 
atau keadaan darurat, yakni keadaan yang tak dapat dielakkan harus 
melanggar hak-hak orang lain karena keadaan itu diperlukan untuk 
membela jiwa ( Marpaung, 1985 : 69-88 ). 
Ditinjau dari segi subyektif adalah segi schuldzijde atau segi 
kesalahan, yakni seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang 
oleh undang-uundang hanya dapat di hukum, apabila orang tersebut 
dapat dipertanggung jawabkan. 
Untuk dapat mellihat apakah suatu perbuatan yang dilakukan oleh 
seseorang itu merupakan tindak pidana atau bukan, maka haruslah dilihat 
pada berbagai macam ketentuan hukum pidana yang berlaku umum 
(hukum positif). Di indonesia dikenal adanya Kitab Undang-undang Pidana 
lainnya yang merupakan ketentuan hukum pidana diluar KUHP. 
Dalam hal  ini kita berpatokan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang 
lebih dikenal dengan asas legalitas atau asas Nullum delictum nulla poena 
sine lege poenali yang artinya tiada suatu perbuatan dapat dipidana 
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kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang 
telah ada sebelum perbuatan dilakukan. 
Tindak pidana secara lebih rinci terbagi lagi dalam tindak kejahatan 
yang diatur dalam Buku II KUHPidana dan tindak pelanggaran yang diatur 
dalam Buku III KUHPidana. Antara keduanya hanya dibedakan oleh unsur 
kesengajaan dan kegelapan serta berat ringannya hukuman yang 
dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana tersebut. 
2.  Unsur Tindak Pidana 
Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari 
dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoritis; dan (2) dari sudut 
undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, 
yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-
undang adalah sebagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan 
menjadi tindak pidana tertentu oleh pasal-pasal peraturan perundang-
undangan yang ada. 
Dari segi teoritik suatu tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan 
unsur objektif. 
Unsur objektif berkaitan dengan suatu tindakan yang bertentangan 
dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dan 
mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman 
hukuman. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah 
tindakannya. Sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan tindakan-
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tindakan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-
undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku baik seseorang 
maupun beberapa orang. (Abd ullah Marlang, 2009 : 67) 
Untuk memahami mengenai unsur-unsur tindak pidana, maka 
penting kiranya untuk mengadakan pembahasan tentang bestanddelen 
van het delict atau bagian-bagian inti yang terdapat dalam rumusan delik 
dan apa yang disebut dengan elementen van het delict atau ketentuan-
ketentuan yang tidak terdapat di dalam rumusan delik tetapi harus 
dipandang sebagai asas-asas. 
Yang dimaksud dengan elementen van het delict (PAF Lamintang, 
1996 : 196) adalah ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat di dalam 
rumusan delik melainkan di dalam Buku ke-1 KUHPidana atau dapat 
dijumpai sebagai asas-asas hukum yang bersifat umum yang dipandang 
sebagai asas-asas yang juga harus diperhatikan oleh hakim yang terdiri 
dari berbagai elemen, yaitu : 
a. Hal dapat dipertanggung jawabkannya sesuatu tindakan atau 
sesuatu akibat terhadap pelakunya; 
b. Hal dapat dipertanggung jawabkannya seseorang atas tindakan yang 
telah ia lakukan atau atas akibat yang telah ia timbulkan; 
c. Hal dapat dipersalahkannya sesuatu tindakan atau suatu akibat 
kepada seseorang, oleh karena tindakan atau akibat tersebut telah ia 
lakukan atau ia timbulkan berdasarkan unsur kesengajaan ataupun 
unsur ketidak sengajaan; 
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d. Sifat yang melanggar atau melawan hukum. 
B. Pengedaran Mata Uang Palsu 
1. Pengeritan Pengedaran 
 Pengertian pengedaran adalah suatu proses, siklus, kegiatan atau 
serangkaian kegiatan yang menyalurkan/memindahkan sesuatu (barang, 
jasa, informasi, dll). Pengedaran dapat juga di artikan sebagai impor, 
ekspor, jual beli didalam negeri serta penyimpanan dan pengangkutan. 
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengedaran adalah 
tindakan seseorang untuk membawah (menyampaikan) surat dsb. Dan 
dari orang yang satu kepada yang lain, membawa berkeliling, berpindah-
pindah dari tangan ketangan, atau dari tempat ketempat. 
Sedangkan menurut Penulis sendiri, pengedaran adalah suatu 
proses atau siklus pemindahan barang dari satu ke yang lainnya. 
2.  Pengertian Uang, Jenis Uang, Fungsi Uang Dan Ciri Uang 
a. Pengertian Uang 
Uang adalah alat pembayaran yang sah, dibuat dari emas, perak 
dan sebagainya, yang dipakai sebagai ukuran nilai (harga) sesuatu. 
Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi pengertian uang sebagai 
berikut: 
“Alat penukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang 
sah, yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa uang 
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kertas, emas, perak, atau uang lain yang dicetak dengan bentuk dan 
gambar tertentu.”  
 Mengenai defenisi uang, Iswardono Sardjonopermono 
memeberikan pengertian :  
uang adalah sesuatu yang secara umum diterima didalam pembayaran 
untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran 
hutang-hutang. Uang juga sering dipandang sebagai kekayaan yang 
dimiliki yang dapat digunakan untuk membayar sejumlah tertentu 
hutang dengan kepastian dan tanpa penundaan (Eddi Wibowo,2004 : 
123).  
 Defenisi diatas merupakan defenisi yang fungsional, yang mana 
uang didefenisikan sebagai segala sesuatu yang menunjukan fungsi 
tertentu. Lebih lanjut, mengenai defenisi uang rupiah, menurut Pasal 2 
ayat (1) Undang-undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia “alat 
pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia”. 
 Uang secara umum didefenisikan sebagai alat tukar. Uang dalam 
ilmu ekonomi tradisional didefenisikan sebagai suatu alat tukar menukar 
yang dapat diterima secara umum.  
b. Jenis Uang 
 Jenis uang yang beredar di masyarakat dapat dikelompokkan 
menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang giral : 
- Uang Kartal, terdiri dari uang kertas dan uang logam, Uang kartal 
adalah alat bayar yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat 
dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari. 
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Menurut undang-undang Bank Sentral Nomor: 13 Tahun 1968 Pasal 
26 ayat (1), Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan 
uang logam dan kertas. 
Jenis uang kartal kemudian dapat dibagi sebagai berikut : 
A. Menurut lembaga yang mengeluarkannya. 
B. Menurut bahan buatannya 
Menurut bahan buatannya, uang kartal dapat dibagi dua jenis, yaitu : 
A. Uang logam  
Uang logam biasanya terbuat dari emas dan perak karena emas dan 
perak memenuhi syarat-syarat uang yang efisien. Karena harga emas dan 
perak yang cenderung tinggi dan stabil, emas dan perak mudah dikenali 
dan diterima orang. Namun pada saat ini, emas dan perak tidak dipakai 
lagi sebagai bahan uang karena beberapa alasan, yaitu jumlahnya sangat 
langkah sehingga sulit didapatkan dalam jumlah besar. 
B. Uang kertas 
Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar 
dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah.  Uang kertas 
mempunyai nilai karena nominalnya. Oleh karena itu, uang kertas hanya 
memiliki dua macam nilai, yaitu nilai nominal dan nilai tukar. 
- Uang Giral, Uang giral tercipta akibat semakin mendesaknya 
kebutuhan masyarakat akan adanya sebuah alat tukar yang lebih 
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mudah, praktis dan aman. Di indonesia, bank yang berhak 
menciptakan uang giral adalah bank umum selain Bank Indonesia. 
Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, 
definisi uang giral adalah tagihan yang ada di bank umum, yang dapat 
digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Bentuk uang giral 
dapat berupa cek, giro, atau telegraphic transfer. Namun, uang giral bukan 
merupakan alat pembayaran yang sah. Artinya, masyarakat boleh 
menolak dibayar dengan uang giral. 
c. Fungsi Uang 
Kegunaan uang tercermin dalam fungsi-fungsi uang. Fungsi uang 
dibagi atas fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli disebut juga fungsi 
primer dari uang, fungsi asli ini terdiri atas :  
a. Sebagai alat tukar (medium of exchange) uang dapat digunakan 
sebagai alat untuk mempermudah pertukaran agar uang dapat 
berfungsi dengan baik diperlukan kepercayaan masyarakat. 
Masyarakat harus bersedia dan rela menerimanya.  
b. Alat kesatuan hitung (a unit of account) untuk menetukan harga 
sejenis barang diperlukan satuan hitung, juga dengan adanya satuan 
hitung, kita mengadakan perbandingan harga satu barang dengan 




Fungsi turunan sebagai akibat dari fungsi asli, dengan adanya fungsi 
asli uang muncul fungsi lain yang tidak kalah pentingnya fungsi uang 
tersebut terdiri atas : 
a. Alat pembayaran yang sah 
Tidak semua orang dapat menciptakan uang terutama uang kartal, 
karena uang hanya dikeluarkan oleh lembaga tertentu. Di Indonesia, 
uang dikeluarkan oleh bank indonesia selaku bank sentral.  
b. Alat penyimpanan kekayaan dan alat pemindahan kekayaan  
Dengan uang, kekayaan berupa tanah, gedung, dapat dipindahkan 
pemiliknya dengan menggunakan uang. 
c. Alat pendorong kegiatan ekonomi 
Apabila nilai uang stabil, orang senang meenggunakan uang itu 
dalam kegiatan ekonomi, selanjutnya apabila kegiatan ekonomi itu 
mengikat, uang dalam peredaran harus ditambah sesuai dengan 
kebutuhan. 
d. Ciri uang 
Dalam melaksanakan tugas pokok di bidang pengedaran uang Bank 
Indonesia selalu berupaya agar uang yang diterbitkan dan diedarkan 
memiliki ciri-ciri dan unsur pengamanan yang cukup supaya di satu pihak 
mudah dikenali oleh masyarakat namun di pihak lain dapat melindungi 





3.  Pengertian Mata Uang 
Mata uang adalah suatu benda yang wujudnya sedemikian rupa 
yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku pada 
saat peredarannya. Sah dalam arti yang menurut peraturan yang 
dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Lembaga yang berwenang ini 
adalah negara atau badan yang ditunjuk oleh negara seperti bank. 
Perbuatan pengedaran atau menyuruh mengedarkan uang palsu 
tidak perlu terwujud. Perihal mengedar atau menyuruh mengedarkan 
adalah berupa apa yang dituju oleh maksud pertindak belaka, berupa 
unsur subjektif. Selesainya kejahatan ditentukan oleh perbuatan meniru 
atau memalsu, bukan pada telah terjadi mengedarkan dan menyuruh 
mengedarkan. 
Mengedarkan sebagai rumusan suatu perbuatan abstrak, yang 
bentuk konkretnya bisa bermacam-macam, misalnya: menyerahkan, 
mengadiahkan, atau menghibahkan, membelanjakan/membelikan, 
menukarkan, memasukkan/menyetorkan ke bank, mengirimkan dan lain 
sebagainya. Uang palsu yang telah diedarkan tidak termasuk kejahatan 
Pasal 244 tetapi masuk dalam kejahatan Pasal 245. 
C. Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu Dalam KUHPidana 
Tindak pidana terhadap uang palsu secara menyeluruh pada Pasal 
244 KUHP sampai dengan Pasal 252 KUHP dan Pasal 519 KUHP serta 
17 
 
Pasal IX sampai dengan XIII Undang-undang No 1 Tahun 1946 jo. 
Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958. 
Berkaitan dengan pengedaran mata uang palsu dapat dilihat dari 
beberapa ketentuan Pasal yang mengaturnya, yaitu Pasal 244, 245, 247, 
dan Pasal 249 KUHP serta Pasal X dan Pasal XI Undang-undang Nomor 
1 Tahun 1946. 
Pada Pasal 244 KUHP (Soesilo, 1986 : 146) disebutkan bahwa : 
“Barang siapa meniru atau memalsukan mata-uang atau uang kertas 
negara atau bank dengan maksud untuk mengedarkan mata uang atau 
uang kertas tersebut seolah-olah ia asli dan tidak dipalsu,diancam 
dengan pidana penjara maksimum limas belas tahun”. 
 
Ketentuan pasal diatas menunjukan bahwa unsur kesengajaan 
tersurat pada yaitu membuat sesuatu yang menyerupai uang yang 
berlaku. Dengan kata lain, ada kehendak pelaku untuk memalsukan uang 
yang sudah ada. Kesengajaan ini harus berkaitan dengan maksud si 
pelaku delik,yaitu untuk,mengedarkannya seolah-olah asli atau palsu. 
Tindakan meniru atau memalsukan uang yang dilakukan suatu 
perbuatan mengadakan uang yang menyerupai aslinya. Dalam hal 
memalsukan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku delik dengan 
mengadakan perubahan pada uang yang telah ada, baik mengenai 
bahannya maupun mengenai tulisan yang terdapat pada uang tersebut. 
Misalnya bahan logam atau kertasnya diganti dengan bahan lain, atau ada 
uang yang berbeda nilainya tetapi hampir sama bentuknya kecuali tulisan 
nominal yang tertulis tersebut adalah pemalsuan. 
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Pada unsur dengan maksud untuk mengedarkannya, memiliki 
pengertian bahwa keadaan atau keberadaan uang palsu tersebut masih 
berada di tangan si pelaku delik, berarti belum beredar atau teredarkan. 
Dengan demikian pengertian dengan maksud disini, selain memperkuat 
kesengajaannya untuk meniru atau memalsu adalah juga tujuannya yang 
terdekat. 
Di dalam urutan Pasal selanjutnya adalah Pasal 245 Kitab Undang-
undang Hukum Pidana oleh (Soesilo, 1986:126) yang menyebutkan 
sebagai berikut : 
“Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang 
kertas negara atau bank seolah-olah mata uang atau uang kertas yang 
asli dan tidak palsu, padahal telah ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, 
atau waktu diterimanya diketahui tidak asli atau palsu, ataupun 
(barangsiapa) mempunyai persediaan atau memasukkan ke indonesia 
mata uang kertas yang demikian,dengan maksud untuk mengedarkan 
atau menyuruh mengedarkan seolah-olah asli dan tidak 
dipalsu,diancam dengan penjara maksimum lima belas tahun”. 
 
Kesengajaan dalam rumusan Pasal diatas adalah meliputi seluruh 
unsurnya, hal ini dapat terlihat dari penempatannya di depan kalimat. 
Kesengajaan itu ditujukan agar dalam pengedarannya seakan-akan asli 
atau tidak dipalsu. Unsur-unsur Pasal 245 KUHP tersebut, maka dapat 
dibagi dalam tiga kriteria, yaitu sebagai berikut : 
1. Barang siapa dengan sengaja mengedarkan uang logam atau uang 




2. Barang siapa dengan sengaja mengedarkan barang-barang itu, yang 
diketahuinya pada waktu itu ia menerima barang-barang itu adalah 
uang palsu. 
3. Barang siapa dengan sengaja menyimpan atau memasukkan kedalam 
wilayah Indonesia barang-barang tersebut, yang ia buat atau 
memalsukan sendiri, atau yang ia ketahui kepalsuannya pada waktu ia 
menerimanya, dengan tujuan untuk mengedarkan atau menyuruh 
mengedarkan uang itu seolah-olah betulan atau asli. 
Dalam hal ini, tidak perlu ia mengetahui bahwa yang membuat atau 
yang memalsukan mata uang itu mempunyai maksud dan tujuan untuk 
mengedarkannya. Dengan demikian yang jelas dan pasti bahwa para 
pelaku harus tahu bahwa mata uang tersebut adalah mata uang palsu 
yang sendirinya harus ada unsur kesengajaan. 
Adapun menurut Andi Zainnal Abidin Farid ( 1962 : 45-55 ), 
membedakan tingkat kesengajaan atas tingkatan atau corak sebagai 
berikut : 
1. Sengaja sebagai niat. 
Akibat delik adalah motif utama untuk selalu perbuatan, yang 
seandainya tujuan itu tidak ada, maka perbuatan itu tidak akan 
dilaksanakan.  
Contoh : A berniat membunuh B lalu menembaknya. 
2. Sengaja dengan kesadaran pasti terjadi. 
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Contoh : A hendak menembak mati B ia melihatnya duduk 
dibelakang kaca, untuk mengenai sasarannya maka si A harus menembak 
kaca itu sampai pecah. Oleh karena itu disamping ia telah membunuh 
(sengaja sebagai niat) juga telah dengan sengaja merusak barang 
(sengaja motif kedua) walaupun niatnya hanya membunuh si B. 
3. Sengaja sebagai berinsyafkan kemungkinan 
Contoh : Hoorensche Tart-Arrest, yaitu yang diadili oleh Pengadilan 
Tinggi Amsterdam tertanggal 19 Maret 1911, seorang hendak membunuh 
seseorang di kota Hoorn, lalu mengirimkannya kue yang telah ditaruh 
racun dengan niat hendak membunuhnya. Ia mengetahui bahwa, selain 
daripada musuhnya, juga akan mungkin makan kue itu dan mungkin pula 
akan mati. Oleh karena itu toh ia mengiris kue itu, maka kesengajaannya 
dianggap juga ditujukan kepada matinya istri orang itu, walau akibat tidak 
dikehendaki atau diinginkan. 
Tindakan untuk Pasal 245 KUHPidana jika dilihat dari sudut 
terjadinya yang berlanjut terdapat dua macam, yaitu : 
1. Meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas dan kemudian 
dilanjutkan oleh perbuatan : 
a. Mengedarkan uang tersebut,atau  
b. Mempunyai persediaan uang seperti itu, atau  
c. Memasukkan ke Indonesia uang seperti itu, ataupun 
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2. Mengetahui bahwa uang tersebut waktu diterimanya adalah tiruan 
atau palsu, namun dilanjutkan dengan perbuatan seperti tersebut 
dalam 1a, b atau c. 
Maksud dari diterimanya adalah kenyataan bahwa pada saat uang 
tersebut diterima telah diketahui tiruan atau palsu. Apabila melihat unsur 
meniru atau memalsukan yang dilakukan oleh pelaku delik, maka terdapat 
adanya perbedaan antara Pasal 244 KUHP dan Pasal 245 KUHP. Pada 
Pasal 244 KUHP, pelaku meniru atau memalsukan mata uang atau uang 
kertas dengan maksud untuk mengedarkannya, sedangkan Pasal 245 
KUHP, tindakan si pelaku delik berkelanjutan yaitu setelah ia ditiru atau 
dipalsukan lalu ia mengedarkannya. 
Apabila melihat rumusan Pasal 246 KUHPidana, maka 
kesengajaannya ditujukan untuk mengedarkan atau menyuruh 
mengedarkan mata uang yang sudah dikurangi nilainya seakan-akan 
belum dikurangi. Dalam rangka tujuan inilah pelaku delik mengurangi nilai 
mata uang tersebut. Dengan demikian juga tersirat kesengajaan pada 
tindakan megurangi nilai tersebut dan ditujukan pula agar penerima 
menganggap seakan-akan masih asli. 
Pada Pasal 247 KUHPidanas dalam perbandingannya dengan Pasal 
246 KUHP yang secara berkelanjutan terjadinya terdapat dua macam 
yaitu : 




a. Mengedarkan uang tersebut yang seolah-olah tidak rusak . 
b. Mempunyai persediaan uang seperti itu dengan maksud untuk 
mengedarkannya atau menyuruh mengedarkannya seolah –olah 
tidak rusak. 
c. Memasukkan uang seperti itu ke Indonesia dengan maksud 
seperti tersebut  pada point B 
2. Mengetahui bahwa uang tersebut waktu diterimanya sudah ada 
kerusakannya, namun dilanjutkan dengan perbuatan tersebut 1a,b 
atau c. 
Pasal 249 KUHP hanya memuat tentang ketentuan bagi si pelaku 
delik yang mengedarkan uang palsu saja, dengan catatan bahwa si 
pelaku delik tidak mengetahui kepalsuan uang itu pada saat ia 
menerimanya. Jadi si pelaku dapat membuktikan dirinya bahwa ia baru 
menyadari kepalsuan uang tersebut setelah beberapa lama sesudah 
diterimanya. Jika ia mengetahui pada saat diterimanya, maka ketentuan 
pasal yang dilanggarnya adalah Pasal 245 dan Pasal 247 KUHP. 
Rumusan kejahatan Pasal 249 tersebut di atas terdiri dari unsur-
unsur sebagai berikut : 
a. Unsur-unsur objektif : 
1. Perbuatan : mengedarkan; 
2. Objeknya :       a) . mata uang tidak asli atau dipalsu; 
b). Mata uang yang dirusak; 
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c). Uang kertas negara palsu atau dipalsu 
d). Uang kertas bank palsu atau dipalsu. 
b. Unsur subjektif : dengan sengaja. 
Kejahatan pada Pasal 249 disamping memiliki persamaan dengan 
Pasal 245 dan 247, namun ada perbedaan prinsip. Persamaannya pada 
Pasal 245 dan 247 maupun 249 perbuatannya adalah mengedarkan. 
Berdasarkan rumusan Pasal 245 KUHP, maka upaya untuk 
mengedarkan mata uang palsu seharusnya dilakukan oleh pelaku sendiri, 
tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa orang lain dapat dapat turut 
terlihat dalam tindak pidana tersebut, baik selaku penyerta maupun 
sebagai subyek dalam bentuk lain. 
Pasal X Undang-undang nomor 1 tahun 1946 menyebutkan sebagai 
berikut : 
”Barang siapa dengan sengaja menjalankan sebagai alat pembayaran 
yang sah mata uang atau uang kertas, sedang ia sewaktu 
menerimanya mengetahui setidak-tidaknya patut dapat menduga 
bahwa benda-benda itu oleh pemerintah tidak diakui sebagai alat 
pembayaran yang sah, atau dengan maksud untuk menjalankannya 
sebagai alat pembayaran yang sah, menyediakannya atau 
memasukkannya ke dalam Indonesia, dihukum dengan  penjara 
setinggi-tinggi lima belas tahun”. 
Selanjutnya Pasal XI Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 berbunyi 
sebagai berikut : 
“Barang siapa yang dengan sengaja menjalankan sebagai alat 
pembayaran yang sah mata uang atau uang kertas dari pihak 
pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, dalan hal 
diluar keadaan sebagai yang tersebut dalam pasal yang diatas dihukum 
dengan hukuman setinggi-tingginya lima belas tahun”. 
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Ketentuan kedua pasal tersebut diatas adalah ditujukan pada pelaku 
atau pengedar atau yang menjalankan uang yang tidak diakui oleh 
pemerintah.  
Berkaitan dengan hal tersebut, Lamintang (1991;198) menjelaskan 
secara panjang lebar mengenai tindak pidana pengedaran mata uang 
palsu. Dikatakannya bahwa mengedarkan berasal dari kata belanda 
uitgeven yang berarti mengedarkan, tetapi oleh beberapa pakar 
memberikan terjemahan pada wetboek van stsrafrech (WVS) yaitu 
dengan arti menjalankan atau megeluarkan. 
Jadi keterlibatan orang lain di dalam perbuatan tindak pidana 
pengedaran mata uang palsu dapat sebagai (Lamintang, 1991:198-199): 
1. Mededader yaitu orang yang turut melakukan  
2. Manus ministra yaitu orang yang disuruh mengedarkan 
3. Uitgelokte yaitu orang yang memakai salah satu upaya sesuai 
rumusan Pasal 245 ayat (1) ke-2 KUHP 
4. Medeplichtig yaitu orang yang hanya bermaksud memudahkan 
pelaksanaaan dari alat pelaku untuk mengedarkan. 
Dengan demikian, apabila orang tersebut termasuk kedalam salah 
satu point keterlibatan diatas, maka seorang tersebut dapat dituntut dalam 
Pasal 245 KUHP. 
Dalam tindak pidana mengedarkan mata uang palsu, yang dapat 
dituntut secara hukum bukan hanya mereka yang mengedarkan mata 
uang palsu,tetapi terlebih lagi kepada mereka yang pada waktu menerima 
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mata uang tersebut telah mengetahuinya sebagai mata uang palsu. 
Dalam hal ini bukan pelaku pengedaran yang memalsukannya melainkan 
orang lain. 
D. Ketentuan Pidana Mengedarkan Mata Uang Palsu Dalam 
KUHPidana 
Akan halnya dengan mata uang asing palsu  maka mata uang rupiah 
juga secara yuridis tidak dapat dianggap sah, sehingga dengan sendirinya 
tidak dapat dipergunakan sebagai alat tukar menukar maupun sebagai 
alat pembayaran yang sah dalam perekonomian di Indonesia. 
Ketidaksahannya tersebut, maka Undang-undang yang berlaku 
dengan tegas melarang beredar, apabila pelakunya terbukti dalam 
persidangan maka akan mendapat sanksi pidana yang cukup 
berat,mengingat bahwa perbuatan mereka tersebut akan mengganggu 
ketentraman umum, khususnya penipuan kepada masyarakat dan 
menurunkan nilai mata uang Indonesia dalam pasar perekonomian. 
Di dalam kitab Undang-undang hukum pidana sebagai landasan 
hukum setiap tindak pidana di Indonesia, melarang diedarkan dan 
dipergunakannya benda-benda yang palsu antara lain mata uang palsu, 
sehingga peredarannya dan penggunaannya dianggap tidak sah dan 
merupakan suatu tindak pidana penipuan kepada masyarakat. Dengan 
demikian adalah hal yang positif, jika setiap orang yang mendapatkan dan 
memiliki mata uang palsu untuk segera melaporkan dan menyerahkannya 
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ke pihak yang berwenang serta diselesaikan menurut prosedur hukum 
yang berlaku. 
Keinginan para pakar hukum untuk membentuk suatu lembaga 
khususnya mengenai tindak pidana pemalsuan dan pengedaran mata 
uang palsu, baik milik indonesia maupun milik asing seyogyanya 
mendapat respon yang positif dari instansi terkait bahkan dari masyarakat 
umum. Hal ini untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan dan 
pengedaran mata uang palsu tersebut. Dengan demikian kepercayaan 
masyarakat terhadap nilai mata uang yang dipalsukan itu dapat meningkat 
kembali dan tercipta ketertiban serta stabilitas perekonomian yang 
mantap. 
Mengenai kejahatan mata uang tidak dipersyaratkan harus 
merupakan uang dari negara yang (menggarap) tersangka atau uang dari 
negara tersangka, tetapi uang tersebut mungkin juga berasal dari negara 
ketiga. Berdasarkan perjanjian-perjanjian internasional, disepakati bahwa 
negara-negara yang menyetujui perjanjian tersebut diharapkan agar 
supaya menuangkan dalam perundang-undangan masing-masing 
(pemberantasan) kejahatan-kejahatan mengenai mata uang. 
Perhatikanlah rumusan dalam pasal 4 ke 2 KUHP, yang tidak 
memberi predikat kepada uang, uang kertas atau uang kertas bank. 
Apabila misalnya diberi predikat (uang negara indonesia) atau (uang 
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kertas Bank Indonesia) maka asas yang diterapkan bukan asas 
universalitas melainkan asas perlindungan. 
Dianutnya asas universalitas di bidang kejahatan uang ini, maka 
peniruan, pemalsuan, pengurangan nilai uang negara lain dan bahkan 
oleh orang asing di wilayah Republik Indonesia dapat diterapkan 
ketentuan Bab X Buku II KUHP dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 
1946. 
E. Pidana dan Pemidanaan 
1. Arti pidana dan pemidanaan 
Dalam membahas masalah pidana dan pemidanaan ada baiknya 
kita menjelaskan dulu apa arti pidana dan pemidanaan tersebut. Menurut 
Prof. van Hamel (Lamintang : 2010 : 33), arti dari pidana menurut hukum 
positif dewasa ini adalah: 
“Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh 
kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama 
Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang 
pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar 
suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara” 
 
Dari rumusan mengenai pidana di atas dapat diketahui bahwa 
pidana sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat 
belaka. Ini berarti pidana bukan merupakan suatu tujuan dan tidak 
mungkin dapat mempunyai tujuan. 
Hal tersebut perlu dijelaskan, agar di Indonesia jangan sampai 
terbawa oleh arus kacaunya cara berfikir dari para penulis di Negeri 
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Belanda, karena mereka seringkali telah menyebut tujuan dari  
pemidanaan dengan perkataan tujuan dari pidana, hingga ada beberapa 
penulis tanpa menyadari kacaunya cara berfikir penulis Belanda itu, 
secara harfiah telah menerjemahkan perkataan doel der straf  dengan 
perkataan tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan 
Doel der straf sebenarnya adalah tujuan dari pemidanaan. 
 Di atas telah dibahas sedikit mengenai pidana, sekarang akan 
dibahas mengenai arti dari pemidanaan. Menurut Prof Sudarto (Lamintang 
: 2010: 35), perkataan pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan 
penghukuman. Tentang hal tersebut beliau berkata: 
“penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat 
diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang 
hukumnya (berechten).” 
 
Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut 
bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Karena tulisan ini 
berkisar pada hukum pidana, istilah tersebut  harus disempitkan artinya, 
yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim 
dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.  
2. Jenis –jenis pidana 
Hukum Pidana Indonesia hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu 
pidana pokok dan pidana tambahan. Menurut ketentuan di dalam pasal 10 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana pokok itu terdiri atas:  
a. Pidana mati, 
b. Pidana penjara, 
29 
 
c. Pidana kurungan,  
d. Pidana denda, 
e. Pidana tutupan 
Adapun pidana tambahan dapat berupa: 
a. Pencabutan hak-hak tertentu, 
b. Perampasan barang-barang tertentu, dan 
c. Pengumuman putusan hakim. 
F. Dasar Pemberatan Dan Peringanan Pidana 
Materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam aspek 
sosiologis dan aspek psikologi yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal 
yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Selama proses 
permeriksaan perkara ini digelar di persidangan, adanya alasan-alasan 
pembenaran ataupun alasan-alasan pemaaf yang dapat dijadikan 
pertimbangan untuk menghapus perbuatannya tersebut terdakwa 
haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal. 
Dengan memperhatikan sifat tindak pidana itu sendiri yaitu 
melanggar ketentuan Pasal 245 KUHPidana, maka atas diri dan 
perbuatan terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi pidana penjara. Sebelum 
menjatuhkan pidana penjara, lebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal 
yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut : 
1. Dasar yang Menyebabkan Pemberatan Pidana : 
- Perbuatan terdakwa dapat mengganggu stabilitas ekonomi; 
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- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan ditengah-tengah 
masyarakat. 
2. Dasar yang Menyebabkan Peringanan Pidana : 
a. Menurut KUHP: Belum berumur 16 Tahun 
Bab III Buku I KUHP mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan, 
mengurangkan atau memberatkan pidana. Tentang hal yang 
memperingan (mengurangkan) pidana dimuat dalam Pasal 45, 46, dan 47. 
Akan tetapi sejak berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang 
Peradilan Anak (diundangkan tanggal  3 Januari 1997 dan berlaku sejak 
tanggal 3 Januari 1998), ketiga pasal itu telah tidak berlaku lagi (Pasal 
67). Kini ini hanya penting dari segi sejarah hukum pidana, khususnya 
pidana anak. 
b. Menurut UU No. 3 Tahun 1997: Anak Yang Umurnya Telah 
Mencapai 8 Tahun Tetapi Belum 18 Tahun Dan Belum Pernah 
Kawin. 
Kini setelah Pasal 45, 46, dan 47 tidak berlaku lagi, kedudukan 
sebagai dasar diperingannya pidana yang bersifat umum, digantikan oleh 
Undang-Undang No. 3 Tahun 1997. Menurut UU ini dasar peringanan 
pidana umum ialah sebab pembuatnya anak (disebut anak nakal) yang 
umurnya telah 8 (delapan) tahun tetapi belum berusia18 (delapan belas) 
tahun dan belum pernah kawin. 
Dasar peringanan pidana menurut UU No.3 Tahun 1997, terdapat 2 
(dua) unsur kumulatif yang menjadi syaratnya, ialah: pertama mengenai: 
31 
 
umurnya (telah 8 tahun tapi belum 18 tahun) dan yang kedua mengenai: 
belum pernah menikah. Dalam sistem hukum kita, selain umur juga 
perkawinan adalah menjadi sebab kedewasaan seseorang. 
Sama dengan KUHP, UU No. 3 Tahun 1997 ini juga terhadap anak 
(KUHP: belum berumur 16 Tahun, Undang-Undang ini telah berumur 8 
tahun tapi belum 18 tahun dan belum pernah kawin) yang terbukti 
bersalah karena melakukan tindak pidana, hakim dapat menjatuhkan satu 
di antara dua kemungkinan, ialah menjatuhkan pidana atau menjatuhkan 
tindakan (Pasal 21). 
c. Perihal Percobaan Kejahatan dan Pembantuan Kejahatan 
Bagaimana  dengan percobaan kejahatan dan pembantuan 
kejahatan, yang menurut Undang-Undang (Pasal: 53 Ayat 2 dan 57 Ayat 
1) pidana maksimum terhadap si pembuatnya dikurangi sepertiga dari 
ancaman maksimum pada kejahatan yang bersangkutan. Pada 
kenyataannya menurut undang-undang kepada si pembuat yang gagal 
atau tidak selesai dalam melakukan kejahatan dan demikian juga orang 
yang membantu orang lain dalam melakukan kejahatan, ancaman 
pidananya dikurangi sepertiga dari ancaman maksimum pada kejahatan 
yang dilakukan. Berarti di sini ada peringanan pidana, jika dibandingkan 
dengan pembuat kejahatan selesai atau bagi si pembuatnya (pleger: 
pelaku pelaksana). 
d. Dasar-dasar yang Menyebabkan Diperingannya Pidana Khusus 
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Disebagian tindak pidana tertentu, ada pula dicantumkan dasar 
peringanan tertentu, yang hanya berlaku khusus terhadap tindak pidana 
yang disebutkan itu saja, dan tidak berlaku umum untuk segala macam 
tindak pidana. Dasar peringanan pidana khusus ini tersebar dalam pasal-
pasal KUHP. 
Untuk dapatnya dinyatakan suatu tindak pidana sebagai lebih ringan 
tentu ada pembandingnya. Dalam tindak pidana lebih ringan inilah ada 
unsur yang menyebabkan diperingannya pidana terhadap si pembuatnya. 
Tindak pidana bandingannya atau pembandingnya itu ada 2, yaitu 
Pertama, biasanya pada tindak pidana dalam bentuk pokok, disebut juga 
bentuk biasa atau bentuk standar. Kedua, pada tindak pidana lainnya 
(bukan termasuk bentuk pokok) tapi perbuatannya serta syarat-syarat 
lainnya sama 
- Terdakwa belum pernah dihukum; 











A. Lokasi Penelitian 
Yang dimaksud suatu tempat atau wilayah penelitian tersebut akan 
dilaksanakan. Berdasarkan judul ” Tinjauan Yuridis Terhadap Pengedaran 
Mata Uang Palsu Di Makassar Nomor : 371/Pid.B/2011/PN.Mks, maka 
Penulis menetapkan lokasi penelitian di kota Makassar, tepatnya di 
Pengadilan Negeri Makassar sebagai instansi yang berwenang penuh 
dengan penanggulangan masalah yang diteliti, Bank Indonesia Makassar 
sebagai badan yang secara resmi yang mengeluarkan serta mengawasi 
uang yang beredar, serta Polrestabes makassar. 
B. Jenis Dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
antara lain berupa : 
1. Data primer, yakni dikumpulkan langsung oleh peneliti yang 
diperoleh dilapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait. 
2. Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari data yang ada, bukan 
hanya karena dikumpulkan oleh pihak lain. Data ini berasal dari 
perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku dan 
dokumen atau arsip serta bahan lain yang berhubungan dan 




C. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun yang Penulis lakukan untuk memperoleh dan 
mengumpulkan data adalah sebagi berikut: 
1. Teknik Penelitian Kepustakaan yaitu : Teknik pengumpulan data 
dengan cara mempelajari berbagai literatur, baik buku, artikel, 
maupun materi kuliah yang diperoleh. 
2. Teknik Interview yaitu : Teknik pengumpulan data dengan cara 
melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dan 
obyek penelitian, serta meminta data-data kepada pihak yang terkait 
dengan penelitian ini, seperti hakim, polisi dan karyawan Bank 
Indonesia. 
D. Teknik Analisa Data 
Setelah semua data terkumpul, dalam penulisan data yang diperoleh 
baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut diolah dan 
dianalisis secara deskriftif kualitatif dengan menggunakan pendekatan 











A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Kasus Tindak Pidana 
Pengedaran Mata Uang Palsu (Studi Kasus 
371/Pid.B/2011/PN.Mks) 
1. Posisi Kasus 
Sekitar bulan Januari 2011, Terdakwa Awaluddin Alias Awal Bin 
H.Menceng berkenalan dengan seorang laki-laki bernama Adi beralamat 
di Siwa Kab. Wajo. Dari perkenalan tersebut Adi memperkenalkan 
temannya  kepada terdakwa seorang laki-laki bernama Pandi Alias Irwan.  
Dan Pandi Alias Irwan menawarkan kepada terdakwa uang kertas palsu. 
Pada hari selasa tanggal 15 Februari 2011, sekitar pukul 18.30 wita, 
saksi Muh.Ishak Als wawan Bin H.Syarifuddin adalah keponakan terdakwa 
diminta oleh terdakwa untuk mencari orang untuk membelanjakan / 
mengedarkan uang kertas palsu. Atas permintaan terdakwa, kemudian 
saksi bersedia membantu terdakwa dengan menelpon saksi Rio untuk 
kerumah terdakwa. 
Pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2011, sekitar pukul 18.30 Wita 
melalui telepon, dan saksi Rio Irawan Bin H.Ilyas bertemu dengan 
terdakwa di rumah terdakwa. Terdakwa menyerahkan uang pecahan Rp 
100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, yang 
merupakan uang palsu dan terdakwa menjelaskan dan menjanjikan akan 
memberikan imbalan kepada saksi Rio apabila menukar uang palsu 
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pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi akan diberikan Rp 
50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menerima Rp.50.000 (lima 
puluh ribu rupiah). Dan sekitar pukul 21.00 Wita saksi Rio telah 
membelanjakan uang kertas palsu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di 
sebuah warung di Jln. Sarangan BTN Dewi Kumala Sari dengan membeli 
sebungkus rokok Class Mild dan saksi Rio menerima kembalian sebesar 
Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah). 
Pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2011, sekitar pukul 01.30 Wita 
bertempat di warung kopi „Wardah‟ di Jalan Perintis Kemerdekaan 
Makassar, Saksi Rio bertemu dengan saksi Aswan Dwi Aryadi Bin Swandi, 
dan dalam pertemuan tersebut saksi Rio menyuruh saksi Aswan untuk 
membeli minuman dan saksi aswan juga meminjam uang dari saksi Rio 
untuk membeli pulsa, lalu saksi Rio memberikan 1 lembar uang kertas 
rupiah pecahan Rp 100.00,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Aswan 
akan tetapi saksi Rio tidak memberitahukan kepada saksi Aswan kalau 
uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut adalah 
uang kertas rupiah palsu, selanjutnya saksi Aswan membeli pulsa electrik 
dicounter pulsa milik Saksi Saddam sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah), 
saat itu saksi Aswan telah menerima uang kembalian dari uang palsu 
pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut sebesar Rp.95.000,- 
(sembilan puluh lima ribu rupiah) dari saksi Saddam, lalu saksi Aswan juga 
membeli minuman pesanan saksi Rio. 
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Saksi Saddam baru mengetahui kalau uang pecahan Rp.100.000,- 
(seratus ribu rupiah) tersebut adalah palsu setelah saksi Aswan 
meninggalkan counter, selanjutnya saksi Saddam menghubungi 
Handphone saksi aswan yang tercatat dicounter meminta agar saksi 
kembali ke counter karena kembalian berlebih. Saksi Aswan kembali ke 
counter tersebut, pada saat itu saksi Saddam memberitahukan kepada 
saksi Aswan kalau uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang 
dipergunakan untuk membayar pulsa adalah uang palsu, selanjutnya saksi 
Aswan dan saksi Saddam menuju ke kantor polisi untuk melaporkan 
mengenai uang palsu tersebut. 
2. Dakwaan Penuntut Umum 
Dakwaan kasus pemalsuan mata uang ini, Penuntut Umum 
mendakwa terdakwa yang disusun bersifat tunggal yang sebagaimana 
perbuatan ini diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHPidana. 
Adapun dakwaan tunggal penuntut umum yang diajukan dalam 
persidangan adalah sebagai berikut : 
DAKWAAN : 
Bahwa ia terdakwa Awaluddin Alias Awal Bin H. Menceng, pada hari 
Sabtu, tanggal 12 Februari 2011, sekira pukul 20.00 Wita, atau setidak-
tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2011, bertempat 
di Jalan Bumi Tamalanrea Permai Blok AA No. 21 A. Makassar (Ruko 
Pelangi) Makassar, atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang 
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, 
dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau 
bank seolah-olah mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsukan. 
Padahal telah ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu 
diterimanya diketahui bahwa tidak asli atau palsu ataupun mempunyai 
persedian atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas 
38 
 
yang demikian, dengan maksud mengedarkan atau menyuruh 
mengedarkan seolah-olah asli dan tidak dipalsu. 
Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : 
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa 
menyerahkan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) 
sebanyak 5 (lima) lembar, yang merupakan uang palsu kepada saksi 
Rio, dimana pada saat itu terdakwa menjelaskan kepada saksi Rio 
kalau uang tersebut adalah uang palsu dan terdakwa menjanjikan akan 
memberikan imbalan kepada saksi Rio apabila berhasil 
menukarkan/mengedarkan uang palsu tersebut, dimana imbalan yang 
dijanjikan adalah apabila saksi Rio menukar uang palsu pecahan 
Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) maka, terdakwa memberikan 
Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Rio; 
- Bahwa, saksi Rio terdakwa kenal dari sepupu saksi bernama Yusril; 
- Bahwa, selanjutnya oleh saksi Rio uang tersebut dibelanjakan 
sebungkus rokok Class Mild dengan harga Rp.10.000 (sepuluh ribu 
rupiah) dan saat itu saksi Rio mendapatkan kembalian Rp.90.000,- 
(sembilan puluh ribu rupiah); 
- Bahwa, selanjutnya oleh saksi Rio juga memberikan uang palsu 
pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Aswan dan 
hal tersebut terdakwa tidak ketahui, dan saksi Rio tidak 
memberitahukan kepada saksi Aswan kalau uang tersebut adalah uang 
palsu, dimana saksi Rio menyuruh saksi Aswan membeli minuman, dan 
saat itu skasi Aswan  juga mneyampaikan kepada saksi Rio kalau saksi 
Aswan akan meminjam uang yang diserahkan saksi Rio uantuk 
membeli pulsa 
- Bahwa, selanjutnya saksi Aswan menuju counter pulsa dan membeli 
pulsa Rp.5000,- (lima ribu rupiah) yang merupakan pulsa electrik 
sehingga nomor handphone dicatat petugas counter pulsa tersebut; 
- Bahwa, saat itu saksi Aswan menerima uang kembalian dari uang palsu 
pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut, lalu saksi Aswan 
juga membeli minuman yang terdakwa inginkan; 
- Bahwa, petugas counter pulsa yang itu saksi saddam, kalau uang 
pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut adalah palsu 
setelah saksi Aswan meninggalkan counter; 
- Bahwa, selanjutnya saksi Saddam menghubungi handphone saksi 
Aswan yang tercatat dicounter dimana saat itu saksi Aswan bisa 
dihubungi dan Saksi Saddam meminta agar saksi Aswan kembali ke 
counter karna kembalian berlebih; 
- Bahwa, selanjutnya saksi Aswan kembali ke counter tersebut dan 
selanjutnya saksi Saddam menyampaikan kalau uang pecahan 
Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang dipergunakan uantuk membayar 
pulsa adalah uang palsu; 
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- Bahwa, selanjutnya saksi Aswan dan saksi Saddam menuju ke kantor 
polisi untuk melaporkan mengenai uang palsu tersebut, dimana pada 
saat di kantor polisi saksi Aswan mengakui kalau mendapatkan uang 
palsu tersebut dari saksi Rio, dan pada saat saksi Rio dipanggil oleh 
polisi, saksi rio mengakui kalau diperkenalkan kepada terdakwa melalu 
saksi Yusril dan terdakwa yang memberikan uang palsu kepada saksi 
Rio. 
- Keterangan saksi pada Berita Acara Penyidikan sudah benar semua 
Bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan. Untuk 
membuktikan dakwaan, disamping mengajukan alat bukti keterangan 
saksi-saksi, Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan dan 
membacakan alat bukti surat berupa : 
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti 
Uang Palsu No.Lab : 178/ DUF/ II/ 2011, yang berkesimpul : 
11 (sebelas) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- 
(seratus ribu rupiah) seri gambar DR.IR SOEKARNO dan 
DR.H.MUHAMMAD HATTA, edisi tahun 2009 dan 2 (dua) lembar 
uang kertas ruoiah pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 
seri gambar I GUSTI NGURAH RAI edisi tahun 2009. 
 
3. Tuntutan Penuntut Umum 
Berdasarkan fakta yang terungkap dalam periksaan dipersidangan 
secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, 
petunjuk dan barang bukti maka penuntut umum dalam perkara dengan 
Nomor Register Perkara PDM-321/Mks/Ep/03/2011 tertanggal 11 Maret 
2011, menyusun tuntutan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili 
perkara ini untuk memutuskan : 
1. Menyatakan terdakwa Awaluddin Als Awal Bin Menceng, telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “Dengan Sengaja Mengedarkan Mata Uang Yang Asli Dan 
Tidak Ditiru Olehnya Sendiri” sebagaimana diatur pada pasal 245 
KUHPidana dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya; 
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara 
selama 8 (delapan) bulan; 
3. Menyatakan Barang-Bukti berupa : 
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- 11 (sebelas) lembar uang kertas rupiah pecaha Rp.100.000,- 
(seratus ribu rupiah), seri gambar Dr.Ir Sukarno dan Dr.Muh Hatta, 
emisi Tahun 2009; 
- 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.50.000,- (lima 
puluh ribu rupiah), seri gambar I Gustu Ngurah Rai emisi tahun 
2009; 
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya 
perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). 
 
4. Analisis Penulis 
 Kasus yang Penulis bahas yakni mengedarkan mata uang palsu 
yang dilakukan oleh  Awaluddin Als Bin.H.Menceng, dimana terdakwa 
telah mengedarkan uang palsu semata-mata hanya untuk mencari 
keuntungan sendiri. Ketentuan pidana mengenai pengedaran mata uang 
diataur di dalam KUHP Bab X Hal Memalsukan Mata uang dan Uang 
Kertas Negara, yakni Pasal 244 KUHP – 252 KUHP. Jaksa Penuntut 
Umum dalam kasus ini menyusun surat dakwaannya dengan bentuk 
dakwaan tunggal, yakni Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa 
dengan dakwaan Pasal 245 KUHP. Dari seluruh Pasal di Bab X KUHP 
yang mengatur tindak pidana pemalsuan uang, Jaksa Penuntut Umum 
hanya mendakwa terdakwa dengan Pasal 245 KUHP. 
Untuk menyetujui bagaimana penerapan hukum pidana materiil 
dalam kasus ini, maka hal-hal yang perlu dicermati adalah:  
1. Ketentuan Delik 
Dalam hal ini, untuk adanya suatu delik tidak perlu disyaratkan 
apakah pembuat memenuhi unsur pembuat atau tidak. Pada pokoknya 
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apakah terjadi suatu pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang dan 
pelanggaran itu jelas memenuhi rumusan undang-undang. 
Bila perbuatan itu telah memenuhi rumusan undang-undang, maka 
itu telah terjadi delik. Setelah mengetahui terjadinya delik, maka dalam 
rangka penjatuhan sanksi yang diancamkan oleh peraturan perundang-
undangan, barulah diisyaratkan dipenuhinya unsur-unsur. Jika unsur 
pembuat dipenuhi, misalnya mampu bertanggung jawab, barulah sanksi 
pidana tersebut di terapkan.mana kalah ternyata unsur pembuat tidak 
dipenuhi seperti pada perkara di atas, maka sanksi tidak dapat di 
terapkan. Tidak dapatnya sanski diterapkan, karna tidak kemampuan 
untuk bertanggung jawab, tidak berarti tidak ada delik. Delik tetap ada, 
hanya sanksi pidana yang tidak dapat di jatuhkan. 
Oleh karnanya pengertian delik adalah suatu perbuatan yang 
melawan hukum yang diancam oleh undang-undang bagi barang siapa 
yang melakukan perbutan tersebut yang dapat di pertanggung jawabkan. 
Jadi, seseorang hanya dapat di persalahkan sebagai telah melakukan 
suatu delik, jika orang tersebut telah terbukti memenuhi tiap-tiap unsur dari 
delik yang bersangkutan, seperti yang dirumuskan dalam undang-undang. 
2. Jenis- Jenis Pidana Yang Di Jatuhkan Oleh Hakim 
Terdapat 2 jenis pidana yang tercantum dalam pasal 10 KUHPidana, 
yaitu : 
a) Pidana Pokok : 
- Pidana Mati 
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- Pidana Penjara 
- Kurungan 
- Denda 
- Tutupan ( Ditambahkan ----- UU No: 20 Tahun 1946 ) 
b) Pidana Tambahan : 
- Pencabutan hak-hak tertentu 
- Perampasan  barang-barang tertentu 
- Pengumuman putusan hakim 
Diatas telah disebutkan bahwa dalam KUHPidana dibedakan menjadi 
dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, sedangkan perbedaan 
antara keduanya yaitu : 
1. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat (imperatif), 
sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya (fakultafi). 
Penjatuhan jenis pidana bersifat keharusan berarti apabila 
seseorang telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan 
maka seseorang hakim harus menjatuhkan satu jenis pidana 
pokok, sesuai dengan jenis dan batas maksimum khusus yang 
diancamkan pada tindak pidana yang bersangkutan. Sedangkan 
penjatuhan tindak pidana tambahan bersifat fakultatif maksudnya 
adalah hukuman tambahan ini hanya dapat dijatuhkan bersama-
sama dengan hukuman pokok, dan penjatuhan hukuman 
tambahan bersifat fakultatif, artinya hakim tidak diharuskan untuk 
menjatuhkan hukuman tambahan (hakim boleh memilih). 
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2. Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus bersamaan dengan 
menjatuhkan pidana tambahan (berdiri sendiri), sedangkan 
menjatuhkan pidana tambahan tidak diperbolehkan tanpa dengan 
menjatuhkan pidana pokok. Dalam hal ini telah jelas bahwa pidana 
tambahan tidak dapat dijatuhkan kecuali setelah adanya 
penjatuhan pidana pokok, artinya pidana pokok dapat berdiri 
sendiri sedangkan pidana tambahan tidaka dapat berdiri sendiri.  
Sudah jelas terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menyuruh 
mengedarkan uang palsu, sesuai dengan pasal 245 KUHPidana dengan 
pidana penjara 1 (satu) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada 
didalam tahanan. Dalam hal menjalani pidana penjara dilembaga 
pemasyarakatan, narapidana wajib menjalankan pekerjaan-pekerjaan 
yang diwajibkan kepadanya menurut ketentuan pelaksanaan yang di atur. 
Mencermati kasus tersebut di atas, maka perbuatan terdakwa telah 
memenuhi rumusan delik pasal 245 KUHPidana Bab X tentang 
Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas dan perbuatan tersebut bersifat 
melawan hukum, baik Materil maupun Formil serta tidak ada alasan 
pembenar. Selanjutnya unsur pembuat dalam perkara tersebut juga telah 
terpenuhi oleh karena terdakwa terdapat kesalahan berupa dollus dan 
tidak ada alasan pemaaf.  
Seseorang dapat dikatakan bertanggungjawab apabila diri orang itu 
memenuhi tiga syarat, yaitu : 
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1. Keadaan jiwa orang itu dapat menetukan kehendaknya akan nilai 
perbuatannya 
2. Keadaan jiwa orang itu dapat menentukan kehendaknya terhadap 
perbuatannya yang ia lakukan 
3. Orang itu harus sadar perbuatannya mana yang dilarang dan 
perbuatan mana yang tidak dilaranr oleh undang-undang. 
Sama sekali tidak terdapat alasan pengecualian pidana yang 
didapatkann hakim dalam kasus ini. 
Sedangkan dari sisi formilnya dalam kasus tersebut di atas, maka 
juga telah memenuhi persyaratan sebagaimana telah diatur dalam 
KUHAP, yaitu : 
1. Dari sisi dakwaan, penuntut umum membuat surat dakwaan yang 
diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: 
a) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis 
kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan 
tersangka. 
b) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak 
pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan 
tempat tindak pidana itu dilakukan. 
Rumusan di atas harus dimuat untuk sahnya suatu surat dakwaan, 
kelalaian mengenai hal-hal tersebut membawa akibat batalnya surat 
dakwaan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang 
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Pokok Kejaksaan No: 15 Tahun 1961 yang berbunyi bahwa surat dakwaan 
harus terang dan dapat di mengerti oleh terdakwa.  
Dalam hubungan dengan perkara pengedaran mata uang tersebut, 
maka Penulis beranggapan bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh 
penuntut umum sudah tepat. Alasannya pada surat dakwaan tersebut, 
sudah diputuskan terdakwa terbukti bersalah dan pelaku delik sengaja 
melakukan tindak pidana menyuruh mengedarkan uang palsu. Hal ini 
dapat dilihat dari rumusan deliknya, yang melangar Pasal 245 KUHPidana 
jo. Segala pasal-pasal yang terkait yang terdapat dalam Undang-Undang 
No: 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana.  
2. Dari sisi pembuktian, hakim tidaklah boleh menjatuhkan pidana 
terhadap seseorang apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti 
yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar 
terjadi dan terdakwanyalah yang bersalah melakukannya. 
3. Dari sisi putusan, berdasarkan alat bukti yang ada dan telah di 
buktikan di sidang pengadilan dan berdasarkan pertimbangan 
hakim yang melihat dari segala aspek sosiolagi sekalipun telah 
diputuskan bahwa terdakwa benar telah melakukan tindak pidana 





B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana 
Terhadap Terdakwa  Yang Melakukan Pengedaran Mata Uang 
Palsu Pada Perkara Nomor : 371/Pid.B/2011/PN.Mks. 
Putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara 
yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, 
tentu saja Hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek 
di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin 
ketidak cermatan, baik yang bersifat formal maup 
\un yang bersifat materil sampai dengan adanya kecakapan teknik 
membuatnya. Jika hal-hal negatif tersebut dapat dihindari, tentu saja 
diharapkan dalam diri hakim lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap 
atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusannya itu dapat menjadi 
tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi 
bagi kalangan teoritisi maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani 
sendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang 
lebih tinggi. 
1. Pertimbangan Hakim 
Adapun pertimbangan hakim dalam perkara nomor: 
371/Pid.B/2011/PN.Mks. adalah: 
Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa 
Penuntu Umum dengan dakwaan sebagaimana dalam surat dakwaan 
Reg. No. Per : PDM – 324/MKS Ep/03/2011 tanggal 10 Maret 2011 
sebagai berikut : 
Menimbang, bahwa untuk memenuhi rumusan ketentuan dalam Pasal 
245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus 
memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 
1. Unsur “barangsiapa”; 
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2. Unsur “dengan sengaja menjalankan atau mengedarkan barang-
barang yang diketahuinya pada waktu itu ia menerima barang-barang 
tersebut adalah uang palsu”. 
Ad.1.Unsur “Barangsiapa”; 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa 
saja subjek hukum penyandang hak dan kewajiban. Subjek hukum ini 
dapat serupa “individu” (naturelijk persoon) atau badan hukum 
(Rechtspersoon); 
Menimbang, bahwa terdakwa Awaluddin Als Awal Bin.H.Menceng 
adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyandang hak dan 
kewajiban terdakwa, Awaluddin Als Bin Menceng selaku terdakwa 
dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut 
Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim 
Ketua bahwa dialah terdakwa Awaluddin Als Awal Bin.H.Menceng 
sebagaimana identitas terdakwa tersebut termaksud dalam Surat 
Dakwaan Penuntut Umum, sedemikian adalah benar dan tidak terdapat 
kekeliruan mengenai orangnya, bahwa terdakwa yang dihadapkan 
dalam perkara ini adalah terdakwa Awaluddin Als Bin.H.Menceng; 
Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, 
Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “Barangsiapa” telah 
terpenuhi; 
ad.2.Unsur “dengan sengaja menjalankan atau mengedarkan 
barang-barang yang diketahui pada waktu itu ia menerima barang-
barang tersebut adalah uang palsu”, 
Menimbang, bahwa dalam unsur ini, dimintakan harus ada 
kesengajaan, berarti sipelaku harus tahu bahwa barang-barang tersebut 
adalah uang palsu, pelaku tidak perlu mengetahui bahwa, berhubung 
dengan barang-barang itu, telah dilakukan tindak pidana pembuatan 
uang palsu atau memalsukan uang asli, secara khusus tidak perlu 
diketahui bahwa yang membuat atau memalsukan uang itu memiliki 
tujuan untuk mengedarkan barang-barang itu sebagai uang asli (vide: 
Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro “Tindak-tindak Pidana Tertentu Di 
Indonesia”, Hal: 178-179, Penerbit “Aditama”Bandung); 
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, 
Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa benar perbuatan terdakwa sekitar 
bulan Januari 2011, yang membeli uang kertas palsu sebanyak 
Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan harga 
Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dari Pandi Alias Irwan 
dengan pembayaran kemuadian  atau dengan cara berhutang, adalah 
perbuatan sengaja untuk menjalankan/mengedarkan uang kertas rupiah 
48 
 
dengan tujuan memperoleh keuntungan, sebab perbuatan terdakwan 
tersebut menjadi nyata dengan tujuan menyuruh saksi Rio 
mengedarkan/ dengan cara membelanjakan uang palsu pecahan 
Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), saksi Rio akan diberi imbalan sebesar 
Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menerima Rp.50.000,- 
(lima puluh ribu rupiah) oleh karena saksi Rio ternyata tertarik dengan 
keuntungan yang menggiurkan, maksa pada saat itu juga saksi Rio 
menerima tawaran terdakwa dan menerina uang kertas palsu pecahan 
Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) 5 (lima) lembar atau Rp.500.000,- 
atau uang palsu seniali (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari 
Rabu,tanggal 16 Februari 2011, sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di 
Warung Kopi “Wardah” di jalan Perintis Kemerdekaan Makassar, saksi 
Rio bertemu dengan saksi Aswan, dan dalam pertemuan tersebut saksi 
Rio telah menyuruh saksi Aswan untuk membeli minuman dan saksi 
Aswan juga meminjam uang dari saksi Rio untuk membeli pulsa, lalu 
saksi Rio telah memberikan satu lembar uang kertas rupiah pecahan 
Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Aswan, akan tetapi 
saksi Rio tidak memberikan kepasa saksi Aswan kalau uang kertas 
pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang kertas 
rupiah palsu, selanjutnya saksi Aswan membeli pulsa electrik di counter 
pulsa milik saksi Saddam sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah), saat itu 
saksi Aswan telah menerima uang kembalian dari uang pulsa pecahan 
Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut sebesar Rp.95.000,- 
(sembilan puluh lima ribu rupiah) dari saksi Saddam, lalu saksi Aswan 
juga membeli minuman saksi Rio. 
Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana 
tersebut diatas, unsur “dengan sengaja menjalankan atau mengedarkan 
barang-barang, yang diketahuinya pada waktu itu ia menerima barang-
barang tersebut adalah uang palsu” telah terpenuhi; 
Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, 
Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur dari ketentuan 
dalam Pasal 245 KUHP telah terbukti secara sah dan menyakinkan; 
Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan terdakwa, Majelis Hakim 
berpendapat bahwa materi pembelaan tersebut akan dipertimbangkan 
dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam 
pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang 
meringankan; 
Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini digelar 
dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan 
pemaaf yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan sifat 
melawan hukumnya perbuatan terdakwa dan kesalahan terdakwa, 
maka atas diri dan perbuatannya tersebut terdakwa harus 
mempertanggung jawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 
diatas, dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 245 Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana, serta tidak ditemukannya alasan 
pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan 
bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN 
MATA UANG SEPERTI UANG YANG ASLI DAN TIDAK DITIRU 
OLEHNYA SENDIRI”; 
Menimbang, bahwa terhadap Permohonan terdakwa, Majelis Hakim 
berpendapat bahwa materi pemohonan tersebut akan dipertimbangkan 
dalam aspek sosiologi dan aspek psikologi yang tercermin dalam 
pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang 
meringankan; 
Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini digelar 
dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan 
pembenar ataupun alasan-alasan pemaaf yang dapat dijadikan 
pertimbangan untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya 
perbuatan dan kesalahan terdkwa, maka atas diri dan perbuatannya 
tersebut terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal; 
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sifat tindak pidana itu 
sendiri yaitu melanggar ketentuan Pasal 245 KUHPidana, maka atas 
diri dan perbuatan terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi pidana penjara; 
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana penjara, lebih dahulu 
akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang 
meringankan sebagai berikut : 
Hal-hal yang memberatkan : 
a. Perbuatan terdakwa  dapat mengganggu stabilitas ekonomi; 
b. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan ditengah-tengah 
masyarakat; 
Hal-hal yang meringankan : 
a. Terdakwa belum pernah dihukum; 
b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan 
mengulangi lagi; 
Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka demi 
adanya kepastian hukum tentang status penahanan tersebut, maka 
sudah sepatutnya apabila lamanya masa penahanan tersebut 
dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan 
untuk mengalihkan status penahanannya; dan mengingat agar putusan 
50 
 
ini mempunyai kepastian agar segera dapat dijalankan, maka sudah 
sepatutnya apabila terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan; 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan 
dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya 
perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan; 
Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang 
meringankan tersebut, dihubungkan dengan sifat perbuatannya, 
keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan sistem 
pemindaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap 
Terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan sesuai 
dengan rasa keadilan; 
Mengingat, ketentuan Pasal 245 kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
Jo. Segala pasal-pasal yang terkait yang terdapat dalam Undang-
Undang Nomor.8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana. 
2. Amar Putusan 
Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara ini adalah 
sebagai berikut : 
     MENGADILI 
1) Menyatakan terdakwa AWALUDDIN Als Bin.H.MENCENG, telah 
terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “ DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN MATA UANG 
SEPERTI UANG YANG ASLI DAN TIDAK DITIRU OLEHNYA 
SENDIRI “; sesuai dengan Pasal 245 KUHPidana; 
2) Menjatuhkan pidana terhadap AWALUDDIN Alias  AWAL 
Bin.H.MENCENG dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun, 
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah 
terdakwa tetap ditahan; 
3) Menetapkan Barang – Bukti, berupa :1 (Satu) lembar uang palsu 
pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan 2 (Dua) lembar uang 
palsu pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), masing-masing 
dipergunakan dalam Penuntutan perkara lain;  
4) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp.1000,- (seribu rupiah).  
 
3. Analisis Penulis 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus 
mencerminkan rasa keadilan. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak 
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hanya berdasarkan pertimbangan yuridis tetapi terdapat juga 
pertimbangan sosiologisnya yang mengarah pada faktor-faktor penyebab 
terjadinya tindak pidana tersebut. 
Berdasarkan analisis penulis tentang pertimbangan hukum hakim 
dalam menjatuhkan sanksi dalam perkara putusan 
371/Pid.B/2011/PN.Mks, bahwa sanksi yang diberikan sudah tepat apabila 
dari hukum pidana formil dan materiilnya. 
Melihat dari segi hukum pidana materiil yaitu unsur delik, melawan 
hukum serta pelakunya dapat dipertanggungjawabkan. 
Setiap perbuatan harus memenuhi unsur delik (kejahatan dan 
pelanggar) yang dasarnya terikat pada asas legalitas (lunullum delictum) 
yang mana dirumuskan dalam kitab undang-undang hukum pidana Pasal 
1 ayat (1), sebagai berikut : 
“Tiada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum, melainkan atas 
kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana secara tertulis yang 
ada terdahulu dari pada perbuatan itu” 
 
Jadi apabila salah satu unsur dari perbuatan tersebut tidak terpenuhi 










Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka 
dapatlah diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1. Penerapan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar No 
371/Pid.B/2011/PN.Mks, tentang pengedaran mata uang palsu 
tindakan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana 
tersebut telah benar karena telah memutuskan dan menjatuhkan 
hukuman kepada pelaku Awaluddin Bin Haji Menceng sesuai dengan 
ketentuan berdasarkan pasal 245 KUHPidana. Dan Rio yang 
sebagai saksi dipersidangan  yang ikut membantu mengedarkan 
uang palsu, menurut perundang-undangan maupun menurut 
peraturan hukum lain tidak dikenakan sesuatu hukuman  karna 
belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun. 
2. Pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana 
pengedaran mata uang palsu dalam putusan No. 
371/Pid.B/2011/PN.Mks. adalah yang pertama dari hal-hal yang 
memberatkan, perbuatan terdakwa dapat mengganggu stabilitas 
ekonomi dan juga perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan 
ditengah-tengah masyarakat. Dan terdakwa mengedar uang palsu 
tersebut adalah semata-mata hanya untuk mencari keuntungan, 
karena memang kalau berhasil mengedarkan uang palsu tersebut 
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terdakwa mendapat untung yang sangat besar dan terdakwa tidak 
ada maksud lain. Kedua adalah hal-hal yang meringankan yakni 
terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan terdakwa 
menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. 
Berdasarkan dari pertimbangan akan hal-hal yang meringankan dan 
yang memberatkan tersebut, dihubungkan dengan sifat 
perbuatannya, keadaan-keadaan ketika dilakukan dan 
memperhatikan sistem pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang 
dijatuhkan terhadap terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan 
terdakwa dan sesuai dengan rasa keadilan yakni dengan 
menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) 
bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani. 
 
B. Saran 
Kejahatan pemalsuan uang yang merupakan kejahatan yang serius 
karena selain bertujuan untuk memperkaya diri secara ekonomi, 
pemalsuan tersebut dapat juga bertujuan untuk menghancurkan 
perekonomian negara secara politis. Sebagai penutup Penulis kemukakan 
bahwa tanggungjawab terhadap kejahatan pemalsuan uang rupiah ini 
bukan saja merupakan tugas dari seluruh lapisan masyarakat secara 
bersama-sama memerangi kejahatan pemalsuan pemalsuan uang rupiah 
agar peredaran uang palsu tersebut dapat dikurangi. 
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Selanjutnya, apabila didalam kegiatan sehari-hari ditemukan uang 
rupiah palsu maka diharapkan segera dilaporkan kepada pihak-pihak yang 
berwenang. Mengingat pemalsuan uang merupakan tindak pidana yang 
merugikan masyarakat, maka dalam upaya menggulanginya merupakan 
prinsip sebagai berikut : 
1. Memberikan penerapan terhadap beredaranya uang palsu dengan 
cara memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai 
keaslian uang rupiah melalui sosialisasi/penyeluhan dan 
penyebaran brosur. Dan faktor pergaulan anak, yang perlu 
memerhatikan kepentingan fisik, mental, ataupun sosial anak 
tersebut. 
2. Dari pertimbangan hukum bahwa dari, hal-hal yang memberatkan 
dan yang meringankan tersebut, dihubungkan dengan sifat 
perbuatannya, keadaan-keadaan ketika dilakukan. Dan 
memperhatikan sistem pemidanaan di Indonesia, maka pidana 
yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan 
kesalahan Terdakwa dan sesuai dengan rasa keadilan. Dan 
masyarakat yang mendapatkan atau menemukan uang palsu wajib 
melaporkan kepada aparat kepolisian atau Bank Indonesia dalam 
upaya untuk menghentikan peredaran uang palsu tersebut 
merupakan kewajiban seluruh bangsa Indonesia untuk 
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